PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang Coa.

Mengingat S

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dmitel
diperlukan perbaikan dan penyesuaian penyelenggdasditas
terminal,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dadeah
Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasinamor
8 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal AngkutanuPgpang
Umum perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksiad
huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerahartgnt
Retribusi Terminal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahd9bs4
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kaeil Kli
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rédpubli
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembargarde
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahup042
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepubl
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimatsah t
diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Rédpubli
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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11.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun9200
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9200
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembdegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahunl1201
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lrhdNa2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buifa
1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya abaer
Tingkat 1l Pasuruan (Lembaran Negara Republik ledon
Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Riuia
1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8nTahu
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perherinta
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaragarke
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran fdega
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buifa
1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lemba
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Edmab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5Buifa
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78uifa
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran aegar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Buifa
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaasentifn
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 T&Q0V
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995
tentang Terminal Transportasi Jalan;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selaagai
telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan MeDsam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah KotarirRasu
Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, NomoBé&rl

E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D&atzh
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah lfaeam
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dengan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :
M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS
TERMINAL.
BAB |

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
Walikota adalah Walikota Kota Pasuruan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyangkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotarBas.
Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi danrrivdei
Kota Pasuruan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkal @dalah
unsur pelaksana tugas teknis dinas.
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Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnyangiat UPT
Terminal adalah unsur pelaksana teknis Dinas Parigan,
Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.

Pejabat adalah pejabat Dinas Perhubungan, Komundaas
Informasi Kota Pasuruan.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umamng y
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberargkat
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barandga ser
perpindahan moda angkutan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yagegatikan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendayaag
berjalan di atas rel.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraamg ya
digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dngad
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa lssetping
atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumalairum
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraamdber
yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkatang
yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)ngra
termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tielaik Idari
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orgegg
memilikit tempat duduk lebih dari 8 (delapan) oratgymasuk
untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3(568 ribu
lima ratus) kilogram

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, deaen
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatamagilean
retribusi  kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sdiayg
disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yahgrikian
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalaraksaglakan
pemungutan Retribusi.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha matwgng
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan tasba
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanausahk
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulagasgn,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atagarosasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuritrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa ukaha
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orprigadi
atau Badan.
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28.

29.

30.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pe&heaerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenadapa
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi terminal yang selanjutnya disebut resibadalah
pembayaran atas pelayanan terminal yang disediaanljki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badangyarenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkantuku
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungat a
pemotong retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenéungy
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Retaler
Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutigangkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang mekantu
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnysingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retridas/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetadribusi
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran rsiribu
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripae#ibusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghingam
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yandsaitekan
secara objektif dan profesional berdasarkan sudandar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kamaj
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untukarujlain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan dsergn
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adadahmangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencserta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuaanig
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi @artenemukan
tersangkanya.

Petugas pemungut adalah Petugas yang ditetapkhrpejabat
yang berwenang untuk menjadi pejabat pemungub uesiri

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan

BAB I1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribustbagai
pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal ydingliki atau
dikelola oleh Pemerintah Kota.
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Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaanpanparkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempaatkegi
usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemth Kota.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah teralinyang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemth,
Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi aBagan
yang menggunakan/ memanfaatkan pelayanan penyediaan
fasilitas terminal yang disediakan dan/ atau disgdarakan
oleh Pemerintah Kota.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayawélip
membayar retribusi pada saat memanfaatkan jasygoeia
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumgandois
umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainmya
lingkungan terminal dan diberikan tanda bukti peyaipan
retribusi berupa karcis.

(3) Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud gyeata(2)
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB I11
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusajasaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jerggités, jenis
kendaraan, jenis usaha dan jangka waktu pelayanan.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN TARIF RETRIBUS|

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarrya
tarif biaya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungang
layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima olefjupaha
sejenis yang beroperasi secara efisien dan betasiepada
harga pasar .
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasahefiputi
biaya prasarana, penyusutan, operasional, dan jpamaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkams
fasilitas, jenis kendaraan yang digunakan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimaimaakkud
pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantummdala
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan da
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @ijgtahun
sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksua pgdt (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud gyaia(2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkerkalian

antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaledach Pasal
6 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud d&lasal 8 ayat

).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11
Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanyaasdengan

jangka waktu penyelenggaran pelayanan penyediaailita®
terminal.
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Pasal 13

Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunmeayanan
penyediaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkeKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dtkumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanaakdina
pada ayat (1) berupa karcis.

Pasal 15

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuandd&tasal 14
ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak merydratepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persetp
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak akamang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dudagada ayat
(3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 17
Bentuk dan ukuran karcis, tata cara pemungutan paaryetoran
hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuahdd#asal 14

dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturahkéta.

BAB XI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18
(1) Subjek retribusi membayar retribusi di terminal.

(2) Wajib Retribusi menyetor retribusi terutang kep&8#adahara
Pembantu Penerima dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
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3)
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BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) khioeri
surat teguran, surat peringatan atau surat laig gajenis.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lairg ysgjenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awdkén
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 Hjujoari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggafats
teguran atau surat peringatan atau surat lain ysgjgnis
disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi resibyang
terutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pget
(3) retribusi yang terutang belum dilunasi, ditaglengan
menerbitkan STRD.

Surat teguran, surat peringatan atau surat laig gafenis dan
STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4
diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditknju

Pasal 20

Penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak meimen
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal dt9(2)y
dilakukan dengan menggunakan STRD.

Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada (Byat
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIlI1
KEBERATAN

Pasal 21

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberdtanya
kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKdRau
dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanéwia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdinga 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, ketujia
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwaghka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dir lu
kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimakzda p
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di ketwendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membaya
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
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Pasal 22

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (ahabulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus mamber
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan bikiaer
Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berapaerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menamisgrnya
Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pags (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu kegar
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikahulka

Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebadeun seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)asebu
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayatit{itung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retiitdegpat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)aiu
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada (hyat
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @)at
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaranbiretri
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkaraima
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusinhya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimagadd
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasielbén
dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waleing
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retriblakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikarbailan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kdiatiam
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Reiribu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengeatuRen
Walikota.
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BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi maenjad

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) takudmtung

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wdfetribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimamaldiud pada

ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Resiibbaik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaamdmaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitsejak

tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung gagbana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Resiildengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utangb&tri

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Pengakuan utang retribusi secara tidak largsebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui geanigajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagdgil karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan arfgut
retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana didabada
ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yanglals
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI/SANK S|

Pasal 27

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan d
pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok uetiridan/

atau sanksinya.

Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempednatik
kemampuan Wajib Retribusi.
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3)
(4)

(1)

(2)

3)

1)

(2)

3)
(4)
(5)

(6)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada(Byat
diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)r diatu
dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 28

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan umhénguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam &ngk
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajaka
daerah dan retribusi.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ata
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengaratBran

Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemiung
retribusi sebesar 5% (lima peseratus) atas dasarapaian
kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (
dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;

c. pelayanan kepada masyarakat

d. pendapatan daerah;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belagaiah.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan betrika.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t@enainsentif
untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal tramul
berikutnya yang telah mencapai target kinerja tiamwuyang
ditentukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan imfsgang
sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
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(7)

1)
@)

(1)

(@)

3)

Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimakasda qyat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakanbj@aan,
pengendalian, pengawasan dan penertiban terhauaipaé

Dalam hal melakukan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan, walikota menunjuk SKPD sesuai tuga®kpok
fungsinya.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagaiigi&ny
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agedgtiat

tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diahgikah

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuatunaera
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakaid
di bidang Retribusi agar keterangan atau laporesebet
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang diriba
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dididan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakaid
Retribusi;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyangmaik
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalaiyiék
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuaigale
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HukumraAca
Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibansghingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungiamgdama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyakga)(kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan
penerimaan negara.

BAB XXII1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatuh lmjut dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku mada@ti?an
Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2000 tentangbRsit
Terminal Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerala K
Pasuruan Tahun 2000, Nomor 8) beserta Peraturanralbae
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempataialam
Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN
Ttd,
Drs. H. BAHRUL ULUM , MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

Ditetapkan di  : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,

HASANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,

NOMOR 28

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

A. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membipgalyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan fasiptasdik. Oleh karena itu
diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian tertsohaper-sumber Pendapatan Asli
Daerah baik berupa penyesuaian tarif maupun ketentegulasi yang mengatur tata
cara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik led@nNomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang abehdJndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dadeah Retribusi Daerah dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 TahunO26taka pemberlakuan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 28@@ng Retribusi Terminal

Angkutan Penumpang Umum sebagaimana telah diubajadeéPeraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 06 Tahun 2003 yang pembentukannysedmman pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 teniajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomdredun 2000 perlu dicabut.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalasalp
ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan wajib retribusiadal
ayat ini adalah petugas pemungut.

Pasal 18 s/d Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 22

Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal 16



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR
TANGGAL

: 12 TAHUN 2011
: 30 April 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

JENISFASILITAS

JENIS

KENDARAAN/KEGIATAN

TARIF RETRIBUSI

1 2 3
1. Tempat parkin a. Angkutan dalam kota :
kendaraan bermotor 1. MPU dalam kota Rp.200,- / sekali masuk

angkutan umum

2. Tempat menaikkan
menurunkan
penumpang
keberangkatan
kedatangan)

(alu

3. Tempat parkir khusus

4. Kios/warung
5. Asongan
6. Jasa angkut

9. Tempat parkir inap

-

D

b
C

b.

2. Mobil bus umum dalam

kota

Angkutan antar kota :

1. MPU antar kota

2. Mobil bus umum antar
kota

MPU dan angkutan kota
Mobil bus

asepeda
. sepeda motor
. mobil penumpang

aMPU dan angkutan kota
Mobil bus

Rp.500,- / sekali masuk

Rp.250,- / sekali masuk

Rp.500,- / sekali masuk

Rp.200,- / sekali masuk

Rp.500,- / sekali masuk

Rp.500,-/hari
Rp.1.000,-/hari
Rp.2.000,-/hari
Rp.100,-/m?/hari
Rp.200,- /orang/hari
Rp.500,- / hari

Rp.2.000,/ sekali inap
Rp.5.000,/ sekali inap

N

N

N

WALIKOTA PASURUAN,

Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal
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